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Abstract. This study analyses the transformation of economic policy based on the results of the 8th Ijtima Ulama
of the Indonesian Fatwa Commission which aims to achieve national economic independence. This policy focuses
on strengthening the use of domestic products, empowering UMKM, protecting the national workforce and
strengthening the Sharia Economy. A qualitative approach was used to explore the views of economic experts
regarding the implementation of the policy. The results show that the use of domestic products, empowerment of
UMKM, and protection of national labour are strategic steps to reduce economic inequality and improve people's
welfare. This study underlines the importance of synergy between the government, businesses and the community
in creating a fairer and more inclusive economic system, based on sharia principles, to achieve sustainable
economic independence. The findings provide concrete recommendations for the development of more effective
and equitable economic policies.
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Abstrak. Kajian ini menganalisis transformasi kebijakan ekonomi berdasarkan hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa
se-Indonesia VIII yang bertujuan mencapai kemandirian ekonomi nasional. Kebijakan ini berfokus pada
penguatan penggunaan produk dalam negeri, pemberdayaan UMKM, perlindungan tenaga kerja nasional dan
Penguatan Ekonomi Syariah. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi pandangan para pakar
ekonomi terkait implementasi kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan produk
dalam negeri, pemberdayaan UMKM, dan perlindungan tenaga kerja nasional merupakan langkah strategis
untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Studi ini
menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menciptakan
sistem ekonomi yang lebih adil dan inklusif, berlandaskan prinsip syariah, untuk mencapai kemandirian ekonomi
yang berkelanjutan. Temuan ini memberikan rekomendasi konkret bagi pengembangan kebijakan ekonomi yang
lebih efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci : Kebijakan Ekonomi, Kemandirian Ekonomi, Ijtima Ulama Komisi Fatwa.

1. PENDAHULUAN

Transformasi kebijakan ekonomi yang dihasilkan dari Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-
Indonesia VIII yang berkomitmen untuk memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri
juga sejalan dengan harapan pemerintah menuju kemandirian ekonomi nasional. Beberapa poin
penting yang dihasilkan, salah satunya penguatan sektor ekonomi umat melalui pemberdayaan
usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta koperasi yang dikelola secara syariah.
UMKM dan Koperasi merupakan hal penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
karena termasuk bagian tulang punggung ekonomi yang bersentuhan langsung dengan
masyarakat. Bukti konkret dari keberhasilan ini tampak dari meningkatnya populasi UMKM
yang berbasis syariah yang mampu bertahan dan bahkan tumbuh di tengah pandemi. Sehingga
transformasi penerapan kebijakan ekonomi berlandaskan prinsip syariah dapat menjadi solusi

potensial dan efektif untuk mencapai kemandirian ekonomi nasional dengan memberdayakan
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sektor-sektor ekonomi yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat
Indonesia.

Transformasi kebijakan ekonomi berdasarkan hasil Ijtima Ulama bertujuan menuju
kemandirian ekonomi nasional setidaknya bisa melalui tiga sektor utama : pertama, kebijakan
penggunaan produk lokal, kedua, pemberdayaan UMKM dan ketiga, perlindungan tenaga kerja
nasional (TKN). Dalih utama adanya transformasi ini adalah untuk menciptakan sistem
ekonomi yang lebih adil dan inklusif, berlandaskan pada prinsip syariah, sehingga dapat
mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Amsari, et
al, 2024); (Riyadi, et al, 2021) berpendapat bahwa Penerapan konsep Ekonomi Islam memiliki
potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Faktor-
faktor seperti keadilan distributif, partisipasi masyarakat, dan kelestarian lingkungan menjadi
pusat perhatian dalam membentuk kebijakan ekonomi berbasis Syariah (lidikrifiqi, et al, 2024)
mengatakan, Dalam era globalisasi yang semakin terhubung, perubahan peran negara dalam
ekonomi, dampak globalisasi terhadap ketidaksetaraan, dan perubahan dalam kebijakan
proteksionis telah menjadi titik sentral dalam transformasi politik ekonomi konvensional di
Indonesia.

Pemberdayaan UMKM sebagai salah satu poin penting menuju kemandirian nasional
masih banyak dijumpai kendala sebagaimana penelitian yang dikaji oleh (Pardede, et al, 2024);
(Windusancono, 2021) Perekonomian Indonesia bergantung pada usaha mikro, kecil, dan
menengah (UMKM), yang menyumbangkan lebih dari 97% tenaga kerja nasional dan sekitar
60% PDB. Namun sektor ini masih menghadapi banyak masalah yang menghambat
pertumbuhannya, seperti keterbatasan akses ke sumber daya finansial, teknologi, pasar, dan
sumber daya manusia yang terampil. Lebih spesifik tentang peran entrepreneur dalam
mendorong kemandirian ekonomi indonesia sebagai berikut: dapat meningkatkan kreatifitas
dan kemampuan masyarakat dalam menyalurkan ide dan kreasinya, dinamika kegiatan bisnis
memiliki potensi untuk meningkatkan ekonomi dan meningkatkan rasa kesejahteraan,
penciptaan inovasi, lapangan kerja, mendorong perkembangan sektor-sektor produktif.
membuka jenis usaha baru. Menyediakan lapangan kerja dan menyerap tenaga Kerja.
Mengurangi kesenjangan ekonomi, menumbuhkan produktivitas nasional. Meningkatkan
pertumbuhan ekonomi nasional, menambah pendapatan negara melalui pajak (Asmini, A, et
al, 2024).

Transformasi kebijakan ekonomi tentu tidak bisa lepas dengan perkembangan zaman
yang telah menuju era digitalisasi ekonomi, Proses transformasi digital yang diterapkan akan

memberikan hasil setidaknya pada tiga aspek yaitu aspek output, outcome dan juga impact.
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Pada aspek output akan ada terdapat layanan baru, produk baru, proses baru dan keahlian baru
yang berbasis digital. Pada aspek outcome ada beberapa hal yang dihasilkan dari diterapkannya
transformasi digital yaitu layanan yang semakin meningkat, proses yang semakin membaik dan
efisien, hubungan yang lebih baik dengan klien dan juga stakeholder, kebijakan-kebijakan baru
yang mendukung transformasi digital serta hadirnya lingkungan yang sangat mendukung
kegiatan organisasi. Pada sisi impact, akan terdapat kegiatan yang bersifat value creation,
perubahan cara berorganisasi yang lebih baik, digital society yang semakin luas di lingkungan
internal dan juga eksternal, serta democratic principles yang semakin baik (Mukharom, M.,
Nuryanto, A. D, et al, 2024). Pembaharuan dari kajian ini yaitu solusi transformasi kebijakan
ekonomi menuju kemandirian ekonomi nasional dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah
untuk dapat mendorong pertumbuhan sektor ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.
Tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas transformasi
kebijakan ekonomi berdasarkan hasil ijtima Komisi Fatwa MUI dalam mencapai kemandirian
ekonomi nasional. Fokus utama penelitian ini mencakup tiga poin: kebijakan penggunaan
produk lokal, pemberdayaan UMKM, perlindungan tenaga kerja nasional (TKN) dan
penguatan ekonomi syariah. Alasan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengidentifikasi
sejauh mana kebijakan tersebut mampu menciptakan sistem ekonomi yang adil dan inklusif.
Bukti yang akan dikumpulkan meliputi data pertumbuhan sektor ekonomi syariah, kontribusi
UMKM terhadap perekonomian, dan tingkat literasi keuangan masyarakat. jadi, kajian ini
diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret dan solutif untuk pengembangan
kebijakan ekonomi yang lebih efektif dalam mencapai kemandirian ekonomi nasional.
Transformasi kebijakan ekonomi berdasarkan Ijtima Ulama Komisi Fatwa yang
memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan penguatan sektor ekonomi syariah
bertujuan untuk mencapai kemandirian ekonomi nasional. Poin utama dari kebijakan ini
meliputi penguatan sektor ekonomi syariah, pemberdayaan UMKM, dan peningkatan literasi
keuangan syariah. Alasan utama transformasi ini adalah menciptakan sistem ekonomi yang
lebih adil dan inklusif, berlandaskan prinsip syariah, sehingga dapat mengurangi ketimpangan
ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu yang akan menjadi bukti
keberhasilan kebijakan ini terlihat dari penelitian yang menunjukkan pertumbuhan UMKM
berbasis syariah yang mampu bertahan dan berkembang di tengah pandemi serta kontribusi
signifikan UMKM terhadap PDB dan tenaga kerja nasional. Sehingga, kebijakan ekonomi
berlandaskan prinsip syariah memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
yang inklusif dan berkelanjutan, menjadikan sektor-sektor ekonomi yang berhubungan

langsung dengan masyarakat sebagai pilar utama kemandirian ekonomi nasional.
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2.  LANDASAN TEORITIS
Pengertian Bangsa Dan Tanah Air

Cinta tanah air atau bentuk kesetiaan Kkita kepada tanah air sering dibahasakan dengan
kata Nasionalisme, kata nasionalisme sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
memiliki arti paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara. Sebelum membahas tentang
konsep nasionalisme atau bentuk kecintaan kita kepada bangsa, maka kita perlu tahu terlebih
dahulu pengertian bangsa terlebih dahulu.

Kata bangsa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki beberapa makna
yaitu: (1) kesatuan orang yang bersamaan asal keturunan, bahasa, adat, dan sejarahnya serta
memiliki pemerintahan sendiri; (2) golongan manusia, binatang atau tumbuh-tumbuhan yang
mempunyai asal-usul yang sama dan sifat khas yang sama atau bersamaan; dan yang terakhir
(3) kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan dalam
arti umum, dan biasanya menempati wilayah tertentu di muka bumi. (Lukman Ali, et al, 2020)

Penjelasan definisi tentang bangsa atau tanah air juga telah dijelaskan oleh para Ulama,
salah satunya menurut Imam al-Jurjani yang membahaskan tanah air dengan kata al-watan al-
ashli yang didefinisikan dengan tempat kelahiran seseorang dan daerah tempat tinggalnya. (al-
Jurjani, 2011), sementara dalam kitab Mausuah ar-Rad ala al-Madzahib al-Fikriyyah al-
Muashirah mendefinisikan tanah air yang mengutip perkataan tokoh-tokoh Roma, yaitu tempat
dimana orang bisa mendapatkan haknya dan melaksanakan kewajiban negara (Mausu'ah, t.t)
Cinta Tanah Air

Dasar dalam mencintai tanah air sudah banyak dijelaskan dalam Agama Islam, baik
penjelasan dalam Alquran, hadis, dan pendapat-pendapat para ulama, salah satu ayat Alquran
yang menjadi dalil cinta tanah air menurut pendapat para ahli tafsir adalah Firman Allah SWT.
surah Al-Qashash ayat 85:

Oh S b 5h (a5 504l el o gl (35 B e ) 50 AN e (3 630 )

Sesungguhnya (Allah) yang mewajibkan engkau (Nabi Muhammad untuk menyampaikan
dan berpegang teguh pada) Alquran benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat
kembali. Katakanlah (Nabi Muhammad), “Tuhanku paling mengetahui siapa yang
membawa petunjuk dan siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata”. (Alquran
Terjemah kemenag R1 2009)

Pada ayat tersebut terdapat lafadz s== masih banyak penafsiran dari para ahli tafsir, salah

satunya yang dijelaskan dalam kitab Mafatih al-Ghaib penafsiran tentang lafad tersebut yaitu
dimaknai dengan akhirat, dan ada juga yang berpendapat bahwa ditafsiri dengan kota kelahiran
Nabi Muhammad yaitu kota Mekkah. (Fakhruddin ar-Razi, 2009). Dengan adanya penafsiran
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ini bisa mengisyaratkan bahwa cinta tanah air merupakan sebagian dari iman. Rasulullah SAW

(dalam perjalanan hijrah menuju Madinah) banyak sekali menyebut kata “tanah air, tanah air”,

kemudian Allah SWT mewujudkan permohonannya (dengan kembali ke Mekkah), lalu

Sayyidina Umar bin Khattab berkata “jika bukan karena cinta tanah air, niscaya akan rusak

negeri yang jelek (gersang), maka sebab cinta tanah air lah, dibangunlah negeri-negeri”. (Ismail

Haqqi al-Hanafi, t.t).

Selanjutnya ayat Alquran yang menjadi dalil cinta tanah air menurut pendapat para ulama
adalah terletak pada Firman Allah SWT. surah An-Nisa ayat 66:

A Oy b g e 1ed gl 515 agte QU ) 4 5lad L & Jls e 1A A) ol 201 SB f agdle WK T 51
Seandainya Kami perintahkan kepada mereka (orang-orang munafik), “bunuhlah dirimu
atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu”, niscaya mereka tidak akan
melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Seandainya mereka melaksanakan
pengajaran yang diberikan kepada mereka, sungguh itu lebih baik bagi mereka dan lebih
menguatkan (imam mereka).

Dengan adanya lafad & j5 4e 12541 5l pada ayat tersebut menurut Syaikh Dr. Wahbah
az-Zuhaili dalam kitabnya bahwa mengisyaratkan kepada cinta tanah air dan bentuk
ketergantungan seseorang kepada sebuah bangsa, dan Allah SWT. menjadikan keluar dari
kampung halaman sebanding dengan bunuh diri, dan sulitnya hijrah dari tanah air. (Wahbah
az-Zuhaili, 2016).

Selain dalil yang dijelaskan dalam ayat-ayat Alquran, juga terdapat dalil hadis Nabi
Muhammad SAW yang menunjukkan disyariatkannya untuk cinta tanah air, seperti hadis
berikut:

s Adlal) aim g Aol i 5M8 ) SRB i e a8 1Y) 8 dus adde 1 a0 G Aie A oy ol B2

i e 80a 10 e 58

Diriwayatkan dari sahabat Anas ra. bahwa Nabi Muhammad SAW ketika kembali dari

bepergian, dan melihat dinding-dinding Madinah beliau mempercepat laju untanya.

Apabila beliau menunggangi unta maka beliau menggerakkannya (untuk mempercepat)

karena kecintaan beliau pada Madinah.

Imam Ibnu Hajar al-Asqgalani dalam kitabnya menjelaskan bahwa di dalam hadis tersebut
menunjukkan dalil atas keutamaan Madinah, dan menjadi dalil atas disyariatkannya cinta tanah

air serta rindu padanya. (Ibnu Hajar al-Asgalani (2018).

3. METODE PENELITIAN
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Kajian ini berfokus pada solusi yang akan ditawarkan untuk menuju kemandirian
ekonomi nasional sesuai hasil ijtima komisi fatwa MUI. Sehingga, peneliti menggunakan
pendekatan kualitatif untuk menyajikan temuan-temuan analisis. Pemilihan metode kualitatif
karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam secara mendalam
pandangan dan pendapat para pakar ekonomi baik konvensional dan Islam terkait implementasi
kebijakan ekonomi (Moleong, 2018).

Teknik penelitian normatif digunakan dalam kajian ini yang juga menganalisis data
sekunder dan sumber literatur kepustakaan seperti buku, kitab kuning dan hasil penelitian
berupa jurnal dan lainnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami dan
mengevaluasi kebijakan ekonomi syariah berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan
dalam literatur keagamaan dan akademik. Melalui analisis komprehensif terhadap berbagai
sumber literatur, peneliti dapat mengidentifikasi dasar-dasar teoritis dan hukum yang
mendukung kebijakan tersebut serta menilai efektivitasnya dalam konteks kemandirian
ekonomi nasional. Data sekunder dan literatur kepustakaan yang dianalisis memberikan
landasan kuat bagi temuan dan rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini.

Hasil analisis kualitatif normatif melalui penelitian kepustakaan ini akan memberikan
wawasan yang mendalam dan nuansa yang kompleks tentang bagaimana kebijakan ekonomi
syariah diterapkan dan direspon oleh masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang
mendukung dan menghambat keberhasilannya dalam mencapai kemandirian ekonomi nasional
(Umar, t.t).

4.  HASIL DAN PEMBAHASAN

ljtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII menghasilkan berbagai rekomendasi
strategis, salah satunya mengenai komitmen Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri. Hal
ini sejalan dengan aspirasi bangsa Indonesia untuk mencapai kemandirian ekonomi nasional.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi kebijakan ekonomi yang diperlukan
untuk mewujudkan kemandirian ekonomi nasional berdasarkan hasil Ijtima Ulama Komisi
Fatwa MUI.

Hasil ijtima tersebut merekomendasikan beberapa indikator penting terkait transformasi
kebijakan ekonomi menuju kemandirian ekonomi nasional, sebagai berikut:
Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pemerintah perlu memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dalam berbagai
aspek, mulai dari belanja pemerintah, proyek infrastruktur, hingga konsumsi masyarakat.

Penggunaan produk dalam negeri dapat mengurangi ketergantungan pada produk impor dan
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memperkuat ketahanan ekonomi nasional (Nurpatria, B, et al, 2022); (Prabowo, T. B., et al,
2023). Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dapat juga menjadi salah satu faktor
pertumbuhan ekonomi pada sektor industri dan UMKM, menciptakan banyak lapangan kerja
baru, dan meningkatkan pendapatan masyarakat (Windusancono, B. A, 2021); (Vinatra, S.
2023). Selain itu, penggunaan produk dalam negeri yang berkualitas tinggi dapat meningkatkan
taraf kesejahteraan masyarakat dan mendukung pencapaian SDG’s (Sustainable Development
Goals) (Coscieme, L, et al, 2020); (Obaideen, K, et al, 2022).

Pada tahun 2023, kontribusi konsumsi produk dalam negeri terhadap PDB mencapai 60%
(Zakiyah, E. F, et al, 2022). Dari data tersebut menunjukkan bahwa program Penggunaan
Produk Dalam Negeri (P3DN) telah menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan
penggunaan produk dalam negeri oleh instansi pemerintah dan meningkatnya kesadaran
masyarakat akan pentingnya menggunakan produk dalam negeri. Prioritas penggunaan produk
dalam negeri merupakan langkah strategis untuk membangun kemandirian ekonomi nasional,
mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Asmini, A, et
al, 2024). Sehingga, untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan komitmen dan upaya bersama
dari setiap lini pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan sektor penting dalam meningkatkan perekonomian Indonesia dan
memiliki potensi besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan tingkat kontribusi
terhadap PDB mencapai 60% dan penyerapan tenaga kerja hampir sebesar 97% (Harahap, N.
A, et al, 2022). Sehingga, UMKM perlu diberdayakan melalui berbagai program pemerintah
seperti akses pembinaan usaha, pemasaran dan yang tak kalah pentingnya akses permodalan.
Dengan pemberdayaan yang tepat, UMKM memiliki potensi signifikan untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Berbagai program pemberdayaan UMKM yang telah dijalankan pemerintah, seperti
KUR, BLK UMKM, dan Gerai UMKM, terbilang cukup sukses dengan menunjukkan hasil
positif dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM. Selain hal itu, peningkatan
minat masyarakat untuk berwirausaha menunjukkan potensi besar pengembangan UMKM di
Indonesia. Pada tahun 2023, terdapat 64,2 juta UMKM di Indonesia yang menyerap 133,05
juta tenaga kerja (Moelrine, A. F, et al, 2023).

Beberapa poin utama yang dihasilkan dari peran strategis pemberdayaan UMKM dalam
mencapai kemandirian ekonomi nasional yaitu:

Tabel 1. UMKM dalam mencapai kemandirian ekonomi nasional

Indikator | Peran Strategis
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Pelatihan dan | Fokus utama adalah memberikan pelatihan dan pendampingan
Pendampingan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produk UMKM. Ini
menunjukkan komitmen untuk meningkatkan daya saing UMKM
agar mampu bersaing tidak hanya di pasar lokal, tetapi juga
internasional.

Akses Permodalan | Fasilitasi akses permodalan menjadi salah satu langkah konkret.
dan Pemasaran Ini mencakup bantuan modal yang sering kali menjadi kendala
utama bagi UMKM untuk berkembang. Selain itu, akses
pemasaran terutama melalui platform digital membantu UMKM
memperluas jangkauan pasar mereka.

Penggunaan Penggunaan platform digital sebagai sarana pemasaran
Platform Digital menunjukkan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan tren
pasar modern. Ini membantu UMKM menjangkau konsumen yang
lebih luas dan beragam.

Pengembangan Pengembangan pasar tradisional dan pusat perdagangan yang
Infrastruktur mendukung produk halal serta kerjasama dalam membangun
Pendukung kawasan industri halal mencerminkan upaya menciptakan

ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM.

Keberlanjutan dan | Upaya ini mencerminkan prinsip keberlanjutan dan inklusivitas,
Inklusivitas memastikan bahwa UMKM, sebagai bagian penting dari ekonomi
umat, mendapat dukungan yang diperlukan untuk berkembang
secara berkelanjutan.

Dengan pemberdayaan UMKM yang kuat melalui berbagai program tersebut di atas,
merupakan kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, terciptanya ekonomi yang
lebih mandiri, mampu bersaing di pasar global, dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih
luas bagi masyarakat. Sehingga diperlukan sinergitas dan dukungan dari berbagai pihak,
termasuk pemerintah dan sektor swasta, untuk mewujudkan pemberdayaan UMKM yang
efektif dan berkelanjutan.

Perlindungan Tenaga Kerja Nasional (TKN)

Pemerintah perlu melindungi tenaga kerja nasional dengan memastikan upah yang layak,
kondisi kerja yang aman, dan akses terhadap pelatihan dan pengembangan keterampilan. Untuk
merealisasikan hal tersebut, terdapat tiga poin penting yang harus diperhatikan :

Pertama, Keadilan dan Kesejahteraan TKN, tenaga kerja merupakan aset penting
untuk negara dan berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan sejahtera (Zubi, M, et al, 2021).
Keadilan dalam perlakuan terhadap TKN mencakup pengakuan pada hak-hak dasar mereka,
seperti upah yang layak dan kondisi kerja yang nyaman dan aman. Kedua, Meningkatkan
Produktivitas, keamanan kepada para pekerja yang memadai dapat meningkatkan
produktivitas dan motivasi pekerja (Chien, G. C, et al, 2020); (Kusmiati, I, et al, 2022). Ketika
pekerja merasa aman dan dihargai, mereka cenderung bekerja lebih keras dan lebih efisien,

yang pada gilirannya menguntungkan perusahaan dan perekonomian secara keseluruhan. Dan
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Menciptakan ekosistem kerja yang harmonis, Hubungan kerja yang harmonis antara
pengusaha dan pekerja mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial (Haryani, T, et
al, 2023). Ketika pekerja dan pengusaha saling memahami dan menghormati, maka konflik
dapat diminimalisir, serta lingkungan kerja yang kondusif dan produktif akan tercipta.

Undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban tenaga kerja nasional di Indonesia
dirancang untuk melindungi hak-hak pekerja dan memastikan terwujudnya keadilan dalam
hubungan kerja Saputra, 1. E, et al (2022). Meski demikian, tetap saja terdapat banyak kasus
pelanggaran hak tenaga kerja di Indonesia. Misal, upah yang terlampau rendah, jam kerja yang
berlebihan, dan kondisi kerja yang tidak kondusif aman. Hal ini menunjukkan perlunya
pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang lebih kuat. Untuk meminimalkan hal
tersebut terjadi, maka serikat pekerja memiliki peran yang sangat penting dalam
memperjuangkan hak-hak tenaga kerja dan membangun hubungan kerja yang harmonis.
Mereka menjadi wadah bagi pekerja untuk menyuarakan aspirasi dan memastikan bahwa hak-
hak mereka dihargai dengan sepantasnya.

Perlindungan tenaga kerja nasional adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah,
pengusaha, dan masyarakat. Hal ini, dapat diwujudkan dengan memastikan upah yang layak,
kondisi kerja yang aman, serta akses terhadap pelatihan dan pengembangan keterampilan yang
memadai. Komitmen dan upaya bersama ini tidak hanya akan mewujudkan keadilan dan
kesejahteraan pekerja, tetapi juga mendorong pertumbuhan kemandirian ekonomi dan stabilitas
sosial.

Terlihat jelas dari diskursus di atas, bahwa perlindungan tenaga kerja nasional adalah
sebuah kebijakan integral yang memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil
dan sejahtera untuk seluruh pekerja. Hal ini, bukan hanya tentang mematuhi undang-undang,
namun juga tentang meningkatkan kualitas hidup pekerja, yang pada akhirnya akan
berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan pertumbuhan kemandirian ekonomi yang
berkelanjutan. Dengan adanya perlindungan yang baik, sinergi antara pekerja dan pengusaha
dapat menjadi lebih harmonis, meminimalisir adanya konflik internal bahkan global dan
meningkatkan stabilitas sosial.

Penguatan Ekonomi Syariah

Mendorong ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah merupakan langkah
awal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional dan mengurangi kesenjangan sosial-
ekonomi di Indonesia (Savitri, D, et al, 2024). Dengan berpegang pada prinsip-prinsip keadilan,
inklusivitas, dan keberlanjutan, ekonomi syariah memberikan solusi yang holistik dan etis

untuk transaksi bisnis dan keuangan. Organisasi yang bergerak di bidang keuangan syariah,
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seperti bank syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan asuransi syariah, telah menunjukkan
potensi yang signifikan dalam menyediakan layanan keuangan yang lebih adil dan mudah
diakses oleh seluruh lapisan masyarakat (Sirait, F. Y, et al, 2023). Selain itu, peningkatan
literasi dan edukasi mengenai ekonomi syariah sangat penting untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat akan pentingnya sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
(Aulia, R. N, et al, 2021). Hal ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mendorong
pembangunan ekonomi yang lebih bijaksana dan menyeluruh. Sehingga, dua instrumen penting
yang bisa diterapkan untuk penguatan ekonomi Syariah yaitu pengembangan lembaga
keuangan syariah dan peningkatan literasi dan edukasi ekonomi syariah.

Pertama, studi tentang pengembangan lembaga keuangan syariah mengindikasikan
bahwa terdapat tantangan yang cukup besar dalam pengembangan bank syariah, BMT, dan
asuransi syariah. Dari beberapa sumber mengindikasikan adanya peningkatan jumlah dan
distribusi bank syariah yang lebih inklusif dan merata di seluruh Indonesia. Sebagai contoh,
bank-bank syariah telah berhasil memperluas layanan keuangan mereka ke daerah-daerah yang
sebelumnya kurang terlayani oleh bank konvensional. Selain itu, Baitul Maal wa Tamwil
(BMT) telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam memberikan akses kepada usaha
mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang merupakan tulang punggung perekonomian
nasional (Pasaribu, 2021). Masyarakat umum juga semakin mengenal asuransi syariah sebagai
pengganti asuransi konvensional yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Pengembangan lembaga keuangan syariah telah berhasil meningkatkan inklusivitas dan
distribusi layanan keuangan di seluruh Indonesia. Pertumbuhan signifikan bank syariah, BMT,
dan asuransi syariah mengindikasikan bahwa kebijakan ekonomi syariah tidak hanya
menambah jumlah lembaga keuangan tetapi juga memperluas akses ke layanan keuangan yang
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini berarti bahwa lebih banyak masyarakat, termasuk
mereka yang berada di daerah terpencil, kini memiliki akses ke layanan keuangan yang adil
dan inklusif. Keberhasilan ini juga mencerminkan bahwa lembaga keuangan syariah
memainkan peran penting dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),
yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Pencapaian ini tidak hanya
memperluas sumber modal yang tersedia, tetapi juga berkontribusi pada distribusi kekayaan
yang lebih adil, menurunkan ketimpangan ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi
yang inklusif. Dengan kata lain, pengembangan lembaga keuangan syariah tidak hanya
meningkatkan akses keuangan tetapi juga berkontribusi pada distribusi kekayaan yang lebih

merata dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
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Kedua, kajian tentang literasi dan edukasi ekonomi syariah menunjukkan bahwa
meningkatkan literasi dan edukasi kepada masyarakat awam dalam ekonomi Islam telah
menjadi fokus utama reformasi ekonomi Islam. Program demi program pendidikan dan
literatur yang dijalankan oleh pemerintah, Bank Islam, dan organisasi masyarakat telah
menghasilkan efek yang nyata dan positif. Survei menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat
akan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan produk keuangan Islam semakin meningkat (Kurnia,
E, et al, 2023). Literatur mengenai keuangan syariah yang dilakukan melalui berbagai media,
seminar, lokakarya, dan ceramah telah berhasil menjangkau masyarakat luas, bahkan hingga
ke daerah-daerah kecil.

Peningkatan literasi dan edukasi ekonomi syariah menunjukkan bahwa program-program
edukasi yang dilaksanakan berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-
prinsip dan produk-produk keuangan syariah (Suib, M. S, et al, 2024). Ini menunjukkan bahwa
masyarakat kini lebih terinformasi dan mampu membuat keputusan keuangan yang bijak dan
sesuai dengan nilai-nilai syariah. Peningkatan literasi keuangan juga berarti bahwa masyarakat
lebih siap untuk berpartisipasi dalam sistem ekonomi syariah, yang pada gilirannya
memperkuat ekosistem ekonomi syariah secara keseluruhan. Selain itu, literasi yang baik
tentang ekonomi syariah juga dapat memacu inovasi dalam produk dan layanan keuangan
syariah, menciptakan peluang baru untuk pertumbuhan dan keberlanjutan ekonomi. literasi
yang baik juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam sistem ekonomi syariah, yang
pada gilirannya memperkuat ekosistem ekonomi syariah secara keseluruhan. Kesadaran dan
pemahaman yang lebih baik tentang ekonomi syariah juga dapat mendorong inovasi dan
pengembangan produk keuangan syariah yang lebih beragam dan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat.

Secara keseluruhan, interpretasi dari hasil dan pembahasan ini adalah bahwa penguatan
ekonomi syariah melalui pengembangan lembaga keuangan syariah dan peningkatan literasi
keuangan syariah telah menunjukkan dampak positif yang signifikan. Kebijakan ini berhasil
menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan adil, mendukung pertumbuhan UMKM,
dan meningkatkan pemahaman serta partisipasi masyarakat dalam ekonomi syariah. Hal ini
menegaskan bahwa penguatan ekonomi syariah merupakan strategi efektif dalam mencapai

kemandirian ekonomi nasional dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
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Transformasi kebijakan ekonomi yang diperlukan untuk menuju kemandirian ekonomi
nasional harus berfokus pada beberapa aspek, yaitu prioritas penggunaan produk dalam negeri,
pemberdayaan UMKM, perlindungan tenaga kerja nasional dan penguatan ekonomi syariah.
Rekomendasi-rekomendasi di atas didasarkan pada berbagai alasan dan bukti yang
menunjukkan pentingnya kemandirian ekonomi nasional, potensi ekonomi Indonesia, dan
peran penting berbagai sektor dalam bersinergi untuk mewujudkan kemandirian ekonomi
nasional.

Saran
e Penelitian ini hanya menganalisis sebagian dari hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI.
e Perlu dilakukan penelitian dan kajian lebih lanjut untuk merumuskan kebijakan

kemandirian ekonomi nasional yang lebih konkrit dan aplikatif.
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